BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPAT] JEMBRANA
NOMOR &6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat
(2] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerph, dan Pasal 7 Peraturayy Bupat Jembrana
Nomer 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi,
Tugas dan  Fungsi serta  Tatas Kerja  Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Qlahraps, perlu menetapkan Peraruran Bupati
tentang Pembentukan Sutumﬁuydidikun Nonformal.

Mengingat 1. Pasal 18 ayal (5] Undang-Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat 11 dalarm Wilayah Daerah-dacrah
Tingkat I'Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Mepura Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | BS5):

3. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups:,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negaras Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuanigan Antara Pemerdntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noemar 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- = g



T R P Y g 1

Menetapkan :

6. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nemor 114, Tambahan Lembaran Negaras Republik Indonesia
Nomor S887);

B. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016

tentang  Pembentukan dan Susunan Peranpkatr Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nemor
64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
21

9. Peraturan Bupati 'J::mbr&na Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Momor 39);

MEMUTUSEAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB |
RETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupau ini, vang dimaksud dengan .

1, Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana,
3. Bupati adalah Bupati Jembrana,

4. Sekretaris Duaerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Jembrana.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahrapa.

7. 8atuan Pendidikan Nonformal adalal Unit Pelaksani Teknis
Dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga,
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B, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala Satuan
Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahrapa

9.Jabatan Fungsional adalah jabatan wuntuk melaksanakan
sebagian tupas dinas sesual denpan keahlian dan kebutuhan

BAB 1
PEMBENTUEKAN

Pasal 2

Pengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan
Nonformal yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB [
TUGAS DAN FUNGS]

Pasal 3

Tugas Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah melaksanakan sebapian tugas teknis
Dinas dibidang pendidikan nonformal,

e

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakarn tUgus
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelengparakan
fungsi pelavanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana
teknis operasional penelitian, pengkajian, pengembangan,
pengkoordingsian, pengendalian, moenitoring den  evaluasi
dibidang pendidikan nonformal.

BAB [V
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Satuan
Pendidikan MNenformal, vang berada i bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

(2) Susunan  organisasi  Satuan  Pendidikan  Nonforma)
sebagaimani dimaksud avat (1) terdird dagi
B Sub Baplen Tuwe Usaha dan
b, Jabatan Fungsional
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(1]

(1]

(2)

(1}

2]

Bagan  organisasi  Batuan Pendidikan Noaolormal
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal &

Kepala Saluan Pendidikan Nonferma! sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ava: (1), dijabat oleh fungsicnal
pamong belajar sesual dengan peraturan  perundang
undangan.

Sub Bagien Tatn Usaha sebapgaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat [2) hurul 4, merupakan jabatan struktural eselon
V.

HAB IV
KEPEBGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

Penganglatan, pemberhentian dan  penilaian  pejabat
struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2] dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Satuan Penflidikan Nonformal dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAaB WV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesam
Kepala Satuan Pendidikan Nonlormatl

FPasal 8

Kepala Satuan Pendidikan Nenformal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1), mempunvai tugas
merencanakan kemutan, memberikan pelunjuk, membag
tugas, membimbing, melaksanakan supervisi, monitoring,
evaluasi dan membuat laporan dalam urusan pengkajian,
pengembangan pendidikan nonformal

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pads Hyat (1},

menyclenggarakan fungsi

a. penyusunan kebijakan teknis Satuan Pendidikan
Nonformal;
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¢. pembinaan, pengoordinasian, p:ngenc.la!iun.
pengawasan program dan kegiatan Satuan Pendidikan

Nonformal.

(3] Rincian. tugas Kepala Satuan Pendidikan Nonflormal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], sebagai berilouat
@, menyusun  perencanaan/program kerja Satuan
Pendidikan Nenformal;

b. mengkoordinasikan program kerja dan mengembangkan
model program kegiatan kepada kelompok fungsional;

c. membimbing dan member: petunjuk kepada kelompok

P fungsional;

d. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan pengkajan,
pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal,

e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis pengkajan,
pengembangan Penilik dan Pameng Belajar;

. memonitor serta mengevaluasl hasil pelaksanaan tugas
bawahan gapgar sasaran dapat dicapal sesual dengan
program kerja dan Ketentuan yvang berlaku;

g. memlul hosi] kera bawahan berdasarkan bas:| kera,
hasil yunp dicapal sesumi ketentuan vang  berlaku
sebagal bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier;

h. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf
dalam hngkup Satuan Pendidikan Nonformal;

L. melaksanakan tupas lain yung diberikan oleh atasan
sesual dedgan tugas dan fungsinya; dan

J. melaporkon hasil pelaksanaan tugas/keglatan kepada
gtasan

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal &

(1} Sub Bagian Tats Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang mempunyal [Ugas merencanakan operasionalisasi,
meémben tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluas: dan melaporkan penvelengearasn tugas sub
bagian meliputi kegiatan urusan umum dan kepegawaian,
perencanaan, evaloasi dan pelaporan serta pengelolaan
keuangan.

(2] Kepala Bub Bagian dalam melaksanakan  tugas
scbagaimana dimaksud pada avat (1), menyelengrarakan
fungsi |
a. penyusunan program teknis adminiStrasi kepegawaian,

admmistras)  kenanean  nerenranoan eelanacen das
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{1}

penyelenggaraan program administrasi wmum;
pembinaan, pengoordinasian, pengendalian,
pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
pelaksanaan Evaluasi program dan kegiatan dilingkup
sub bagilan.

Rincian tupas Kepala Sub Bagian scbapaimana dimaksud
pada avat (1), sebagai berikut ;

&

merencanakan operasionahsas) pengelolaan administrasi
umum dan kepepawaian, perencanaan dan pelaporan,
serta keuangan;

memberi [ugas kepada bawahan dalam pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan serta keuanpan;

melaksanakan urusan umum, kepégawalan, keuangan,
surat-menyural, inventarisas! dan pelaporan serta
rumah tangga Satuan Pendidikan Nonformal:
menyelengearakan perawatan/pemeliharaan sarana dan
prasarana Satuan Pendidikan Noniformal;

melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana
prasarand/perlengkapan Satuan Pendidikan Nonformal;
memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan apar sasaran dapat dicapai sesua’ dengan
program kerja dan ketentuan vang berlakuy;

- I L t
menilu; hasil kega bfwahan berdasarkan hasil kega,
hasil yang dicapat sesual ketentuan vang berlaku
scbagnl bahon perumbangan dalam pengembangan
karier; '
mengevaluas) hasil program kerja sub bagian;
membual laporan hasil kegiatan sub bagian; dan
melaksunakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual bidang tugasnva

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dengan rincian tugas
sebagai berikur ;

menyusun rencana dan program kerja dibidang Pamong
Belajar;

mengidentifikasl  jenis  kelompok sasaran kegiatan
Pendidiivan Nonformal;

memoebtivasi calen belajar menjadi warga belajar;
membimbing warga  belajar memiliki lemizs mata
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e. membimbing warga belajar untuk memjadi  tutor/
fasilitator dan meningkatkan kemampuan;
menentukan kebutuban belajar,

g menyusun mode! program kegiatan belajar;

h. membust bahan belajar mengajar;

1. melaksenakan kegiatan belajar mengajar,

J,  memantay kegiatan belajar mengajar,

k. menganalisa hasil-hasil penilaian kegiatan belajar;

L melatih warga belajar untuk menguasai keterampilan
yang bermaniaat;

m, melatih  tutor/fasilitator menguasal metodologr  alac

belajar mengajar dan supervisi, pelaporan, evaluas! dan

permantauan;

membuat alat peraga/alat pelajaran;

mehgikuth kepiatan pengembangan kurntkulum:

meliksanakan tugas lain yang diperintahkan  oled

atasan sesuai bidang tugasnya; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,

w o

Kelompok Jabatan  Fungsional selain sebagaimana
dimakstid ayat (1] mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

BAB Vi
TATA KERJA

Pasgal 11

Dalam melaksanalkan tugas Kepala Satuan Pendidikan
Nonformal dan  kelompok tenaga fungsional  wajib
menerapikan prinsip koordinasi, integrasi dan ginkronisasi
baik dalam lingkungan antar Satuan Pendidikan Non formal
maupun dengan instansi lain sesual dengan tugas masing-
masing.

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadj penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah vang diperfukan sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Kepalsa Satuun Pendidikan Nonformal bertanggung jawab
memimpin  dan mengkoordinastkan:  bawabannova  dan
membetiiun bimbimgan serta petunjuk bap pelaksanaan
tugas buwabannva,
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{4) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal walib mengikuti dan
mematuhi  petunjuk  dan  bertanggung jawab kepada
atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(2] Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan
Nonformal dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebik lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannva,

(6) Dalam menyampatkan laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepads satuan srganisasi lain
vang sccar: fungsional mempunyar Rubungin kerja.

(7} Dalam meloksanakan tugas, Kepala Satuan Pendidikan
Nonformal bertanggung jawab dalam rangka pemberian
bimbingan  kepada bawahan, diharapkan mengadakan
rapat-rapat berkala,

(8] Dalam memperlancar pelaksanann tugas Kepala Satuan
Pendidikan Monformal wajib melaksakanakan pembinaan,
pengawasun  melekat, pengendalian  serta melakukan
monitoring dan  evaluasi terhadap pelaksansan tupas
peiabal struktural dan/atau jabatan fungsicnal serta staf
dilingkungen anit kerja sesual dengan bidang tugasnya.

(9] Kepala Satuan Pendidikan Nonforma! wajibh melakukan
pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan lualitas
sumberdava pegawai pada bawahannyva.

(10) Kepala Satian Pendidikan Nonformal dan pejabat struktural
lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepada ' Kepala dan /atau atasan langsungnya sesuai
dengan hirarld jenjang jabatan.

BAB VIl
KRETENTUAN PENUTUP

Pagal 132

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupat
Jembrana Nomer 72 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisas’ dan Taw Kera Unit Pelaksana Teknis Sangpar
Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga,
Pariwisata dan Kebudavaan Kabupaten Jembrana (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 169, dicabur
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orung mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pPenempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana,

¢ pemamler 200

BRANA £

Diundanghkan di Negara
p&_ll:ﬁé.‘i' 5 ,'-:a.‘ Th pesember FO0y
: "'-‘1»,- AERAH KABUPATEN JEMBRANA,

b

Ty

BERITA DAERAH KABUPATEN ,[EMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 56



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

BAGAN ORGNISAS| SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

L]

| S

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

! -
|

KELOMPOK JABATAN
FUNGSHONAL




